
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SATINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR Y\8P.34 / M.PPN/HKIO 4 / 20 2 7

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI STRATEGIS UJI COBA LAYANAN LANSIA TERINTEGRASI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPAIA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka agenda reformasi perlindungan social
termasuk mengintegrasikan skema layanan dan pendataan
bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk lansia, dalam
mengakses program dan kegiatan untuk mengatasi
ke m i ski nan kron i s da n me n i ng katkan kesej ahter aan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkanlanjut usia yang mandi,.^i,

sejahtera, dan bermartabat diperlukan koordinasi lintas
sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
seluruh pemangku kepe ntingan;

c. bahwa isu kelanjutusiaan merupakan salah satu mandat
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun
2020-2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangarl sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim
Koordi nasi Strategis Uj i Coba Lay anan Lansia Te rintegra si ;

e. bahwa pejabat dan pegawat yan9 namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampv dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagar

anggota Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Layanan Lansia
Terintegrasi;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan l,anjut Usia (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796)

Z.Undang-Undang ..
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 724, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang
P emer rntahan D aer ah (l,emb ar an Negara Re publi k I ndon e sia

Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tekah diubah
beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2075 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lnmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 201.3 tentang Tata
Car a P elaksanaan Anggar an dan Belanj a N egar a sebagaimana
telah dntbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
201,8;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang
Ke me nte rian Pe re nc an aan P emb angunan Nasiona I I

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah
diubah denganPeraturan Presiden Nomor 20Tahun 2016;

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 201.9 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabrnet Indonesia
Maju Periode Tahun 201.9-2024;

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2079 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

9. Petaturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Ke p ala B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan)
P elapor an,, P emantatan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggar an;

'1,0. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nas io nal / K ep ala B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional

Nomor 1,4 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er enc anaan P emb angunan Nasional ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

STRATEGIS UJI COBA I.AYANAN LANSIA TERINTEGRASI.

Menetapkan

PERTAMA: ...
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PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Layanan Iansia
Terintegrasi untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan
susunan keanggotaan sebagatmana tetcantum dalam Lamptran
Keputusan ini.

Tim Koordinasi terdiri atas Tim P engar ah, P enanggung J aw ab, Trm
P elaksana, dan T enaga P endukung.

Tim Pengarah bertugas membefikan arahan kebrjakan,
mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi
sar an pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

P enanggrtng J aw ab bertugas:

a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Uji Coba

Lay anan Lansia Te ri ntegrasi ;

b. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam rangka
pelaksanaan implementasi kegiatan Uji Coba layanan Lansia
T erintegr asi di daer ah;

c. merumuskan dan merekomendaslkan kebtjakan serta

mengoordinasikan pelaksanaan Uji Coba Layanan Lansia
Terintegrasi;

d. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang
akan dllaksanakan oleh Tim Pelaksana Uji Coba Layanan
Lansia Terintegrasi;

e. melaksanakan tugas lain yang dlberlkan oleh Tim Pengarah;

f. memberlkan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan
untuk pelaksanaan lJ ji Cob a l,ay anan Lansia T erintegr asi; dan

g. melaporkan pencapaian pelaksanaan Uji Coba Layanan Lansia

Terrntegrasi kepada Ketua Tim Pengarah 7 (satu) tahun sekali

dan sewaktu-waktu apabrla diperlukan.

Tim Pelaksatabefiugas:

a. me mpe rsia pkan ke giatan U ji Cob a Lay anan l,ansia Terintegrasi
dan melaksanakanny a dengan balk;

b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/bmbaga, dan

Pemerintah D aerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota;

c. mengembangkan konsep, pedoman teknis, dan prosedur

standar U ji Cob a Lay anan Lansia Teri ntegrasi ;

d. menrnjau regulasi dan kelemba1aan Uji Coba l,ayanan Lansia

Terintegrasi;

e. mendorong ketersediaan data lansia melalui Sistem Informasi

Lansia (SILANI);

f. mengembangkan...
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

f. men9embangkan system pendukung Uji Coba Layanan l,ansia
Terintegrasi melalur platform digital SILANI untuk
memungkinkan proses interaksi cepat tanpa kontak fisik dan
memudahkan p emantauan / per ekaman data kegiatan;

g. memfasilitasi penguatan kapasitas diagnosis permaslahan,
manajemen kasus, serta rujukan untuk pelaksana program
kelanjutusiaan, termasuk namun trdak terbatas pada pekerja
social, kader, dan petugas puskesmasl

h. melakukan pengendalian terhadap proses Uji Coba l,ayanan
Lansia Terintegrasi melalui penyusunan strategi perluasan
cakupan, penguatan kesiapan Pemerintah Daerah,
pengembangan kapasitas program lansia terintegrasi, dan
penrngkatan kualitas sumber day a manusia pelaksa na P r ogr am
Lay anan I.ansia Terintegra si; dan

i. mendorong formalisasi Program l,ayanan Lansia Terintegrasi
untuk menjadr pro9ram Bersama antar Kementeria /Lembaga,
Pemerintah Daerah, Pemerintah DesalKelurahan, dan
masyarakat.

T enaga Pe ndukung b er tugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
mengvmpu.lkan dan mengolah data dan rnformasi; dan

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yan1
dlberlkan oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

Tim Koordinasi drbebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dari Kementenan/bmbaga dan sumber-sumber
lainyang sah dan trdakmengrkal..

Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan danberlaku surut
sejaktanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan drJakarta
pada tanggal 30 April 20 27

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,

E3'*".
RR Rita Erawatr



SATINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR reP 34 / M.PPN/HK/O 4 / 2O2I
TANGGAI 30 APKIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS

UI COBA TAYANAN LANSIA TERINTTGRASI

A. TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNG JAWAB

Ketua

Anggota

Menteri PPN/Kepal a Bappenas.

1. Menteri Koordinator Bidang
P embangunan Manusia dan Kebuday aan;

2. Menteri Sosial;

3. Menteri Kesehatan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Perrberdayaan Percmpuan dan
Perlindungan Anak;

6. Menteri Desa, Pembangunan Daeruh
T ertinggal dan T r ansmrgr asi;

7. Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Betencana Nasional.

Deputi Brdang Kependtdukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas.

1. Deputi Bidang Koordinasi Penrngkatan
Kes{ahteraan Sosial, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebuday aan;

2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial,

Kementerian Sosial;

3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Ke me nte ria n Ke sehatan;

4. Direktur .



C. TIM PELAKSANA

Koordinator

Anggota
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4. Direktur Jenderul Pembangunan Daerah,
Kementeria n D alam Negeri I

5. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat,
Kementerian Pemberdayaan Percmpuan
danPerhndun9an Anak;

6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa

dan Perdesaan, Kementerian Desa dan
PDTT;

7. Deputi Bidang Keluarga Sejahteru dan
Pemberdayaan Keluarga, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Direktur Penanggulan1an Kemiskinan dan
Pember day aan Masy arakat, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Direktur Kesehatan dan Grzi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas

3. Direktur Kependudukan dan Jamrnan
Sosial, Kementerian PPN/Bappenas

4. Asisten Deputi Pemberdayaan Dtsabrhtas
dan Lanjut Usia, Kementedan Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaanl

5. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanlut Usia,
Kementerian Sosial;

6. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian
Kesehatan;

7. Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemeintahan Daerah III, Kementerian
DalamNegeri;

8. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan pada Situasi Darurat dan

Kondisi Khusus, Kementerian
Pemberdayaan;

9. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia

dan Rentan, Badan Kependudukan dan

Kelaarga
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Keluar ga B er enc ana Nasional ;

1 0. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan
Lingkungan Desa dan Perdesaan,
Kementerian Desa dan PDTT ;

1 1 . Nurlin a Supartini, Kementen an Kesehatan;

1.2. Wrdaryatmo, S.ST, Msi, Kementerian
PPN/Bappenas;

13. Drnar Dana Yrhansma, SE, MALD,
Kementenan PPN / Bap p enas;

14. Annissa Sri Kusumawati, ST, Kementefian
PPN/Bappenas;

15. Fisca Aulia Miswari, S.Si, MS,
Kementerian PPN/ Bap perLas;

16. Adhi Rachman Prana, SE, M.DevtSt,
Kementerian PPN/ Bap peras.

1. Tien Iswartini, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Hermawan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

Sahnan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,

!S.*
RR Rita Erawati

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA


